
BUPATI LUMA"'ANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM INFORMASI PRESENSI PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG.

Menimbang a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada
masyarakat, Pegawai Aparatur Sipil Negara dituntut untuk
meningkatkan disiplin, produktifitas, dan kineda,
diantaranya mela.lui kepatuhan terhadap kewajiban hari
dan jam kery'a pegawai;

b. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi di
lingkungan Pemerintah Daerah, salah satunya diwujudkan
melalui presensi online gona menjamin ketaatan Aparatur
Sipil Negara untuk masuk kerja dan mematuhi ketentuan
jam kerja, sehingga penyelenggaraan pelayanan kepada
masyarakat dapat dioptimalkan ;

bahwa dalam Pasal l0 ayat (1) huruf g Peraturan Bupati
Lumajang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi
Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah
Kabupaten Lumajang disebutkan salah satu layanan
kepegawaian adalah absensi terhubung;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu mengatur
Sistem Informasi Presensi Pemerintah Kabupaten
Lumajang, dengan Peraturan Bupati.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965Nomor 19, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O08 tentang Informasi
dal Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

c



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambaJtan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Talrlbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tatnbahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O17 Nomor 73, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2O16
Nomor 16, Tambahal I-embaran Daerah Kabupaten Lumajang
Nomor 9O).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI
PRESENSI PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG.

BAI} I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Lumajang.



3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjut disingkat OPD
adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.

4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat
BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Lumajang.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerinta-h dengan perjanjian ke{a yang bekerja pada
instansi pemerintah.

6. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai
pemerintah dengan perl'anjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

7. Manajemen kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk
meningkatkan e{isiensi, efektivitas dan profesionalisme
penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian
yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan
kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan
dan pemberhentian.

8. Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian
yang selanjutnya disingkat SIMAK adalah rangkaian
informasi, data kepegawaian dan layalan kepegawaian
yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan
terintegrasi dengan berbasis teknologi informasi.

9. Sistem Informasi Presensi Pemerintah Kabupaten
Lumajang yang selanjutnya disingkat SIPERLU merupakan
layanan yang dikhususkan pada penanganan administrasi
presensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lumajang.

1O. Presensi manual adalah sistem presensi secara tertulis.
11. Pengguna ASN merupakan ASN di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lumajang .

12. Administrator OPD merupakan ASN yang ditunjuk menjadi
pengelola SIMAK pada masing-masing OPD.

13. Administrator Bidang BKD merupakan pengelola SIMAK
pada masing-masing Bidang pada BKD.

14.Jam Kerja adalah masa atau waktu melaksanakan
pekeq'aan sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku.

BAB II
PERANGKAT SIPERLU

Pasal 2

Perangkat SIPERLU meliputi :

a. perangkat gawa,t, {Smartplane) berbasis android yang
terkoneksi dengan internet; dan

b. komputer yang terkoneksi dengan internet.

Pasal 3

Perangkat SIPERLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a wajib dimiliki secara mandiri oleh ASN.



Pasal 4

Pasal 5

Kepala OPD bertanggung jawab atas :

a. pelaksanaan dan pengawasan SIPERLU di lingkungan
ke{anya.

b. apabila terjadi kerusakan/gangguan pada SIPERLU
sslngaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kepala OpD
berkewajiban segera melaporkan kepada BKD paling
lambat 7 (tujuh) hari keda sejak te{'adinya kerusakan

BAB III
PENGOPERASIAN SIPERLU

Pasal 6

Modul pengoperasian SIPERLU untuk ASN, Administrator OPD
dan Administrator bidang BKD sebbgaimana tercantum pada
lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Pengisian daftar hadir SIPERLU dengan cara memencet
tombol presensi yang muncul di gawai masing-masing ASN
sesuai dengan jam keq'a serta lokasi unit kerja ASN atau
lokasi yang ditentukan.

(2) Periode hak akses tombol presensi masuk kerja adalah 1

(satu) jam sebelum dan sesudah jam masuk kerja.

(3) Periode hak akses tombol presensi pulang kerja adalah
saat jam pulang kerja sampai dengan 1 (satu) jam
berikutnya.

(4) ASN dinyatakan terlambat apabila melakukan pengisian
daftar hadir SIPERLU setelah jam masuk ke{a.

(5) Bagi ASN yang tidak melakukan pengisian daftar hadir
SIPERLU selama periode hak akses:
a. apabila tidak melakukan pengisian daftar hadir masuk

ke{a tetapi melakukan pengisian daftar hadir pulang
kerja maka dinyatakan sebagai tanpa keterangan;

b. apabila melakukan pengisian daftar hadir masuk keq'a
tetapi tidak melakukan pengisian daftar hadir pulang
kerja maka dinyatakan sebagai pulang cepat dan
durasi kerjanya tidak diakui;

c. apabila tidak melakukan pengisian daftar hadir masuk
keg'a dan tidak melakukan pengisian daftar hadir
pulang keq'a maka dinyatakan sebagai tanpa
keterangan.

BKD dapat memfasilitasi penggunaan, pemasangan,
pembinaan, monitoring dan evaluasi SIPERLU.



(6) Bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5)
antara lain:
a. karena Dinas dalam, Dinas luar atau tugas lain dari

pimpinan wajib dibuktikan dengan surat tugas atau
surat perintah;

b. ASN tersebut wajib membuat surat keterangan
sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan
Bupati ini yang ditandatangani oleh kepala OpD.

(7) Bagi ASN yang melakukan:
a. peg'alanan dinas dengan keharusan menginap;
b. tugas belajar;
c. sakit;
d,. izin;
e. cuti;
f. atau lain-tain alasan yang sah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yalg berlaku dan
tidak dapat melakukan pengisian daftar hadir SIPERLU
pada saat peristiwa tersebut berlangsung/terjadi maka
yang bersangkutan wajib melampirkan surat
keterangan pada kesempatan pertama.

(8) Administrator OPD mengisi keterangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (Zl, pada SIpERLU
dengan dilengkapi bukti scan dokumen yang sesuai
maksimal 4 (empat) hari kalender terhitung mulai tanggal
kejadian.

BAB V
LARANGAN

Pasal 8

(1) Setiap pengguna ASN, administrator OPD, Administrator
bidang BKD dilarang melakukan manipulasi data dan atau
kecurangan lainnya dalam penggunaan SIpERLU.

(2) Segala perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (l) akan
dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB Vi
PELAPORAN

Pasal 9

(1) Administrator OPD dapat mencetak rekapitulasi SIpERLU
dalam bentuk presensi harian, mingguan dan/atau
bulanan untuk dilaporkan kepada kepala OpD sebagai
bahan evaluasi.



(2) BKD mencetak dan melaporkan hasil rekap bulanan
SIPERLU kepada Bupati.

(3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai dengan format yang tersedia pada SIPERLU.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1) Bagi ASN yang tidak dapat melaksanakan SIPERLU
sebagai akibat tidak adanya jaringan internet ditempat
kerjanya maka dapat melakukan presensi secara manual
sebagaimana ketentuan dalam modul pada lampiran
Peraturan Bupati ini.

(2) Pelaporan presensi secara manual sebagaimana dimaksud
ayar (21 dilakukan setiap hari Senin pada awal minggu
melalui SIPERLU.

(3) Bagr ASN yang tidak melaksanakan SIPERLU sebagai
akibat tidak dimilikinya perangkat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a, maka kepada ASN tersebut
diwajibkan untuk membuat surat keterangan sebagaimana
dalam Pasal 6 sebanyak hari ke{a sampai dengan yang
bersangkutan mematuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1) Ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 28 Tahun 2018 tentang Ketentuan Jam Kerja dan
Pengisian Daftar Hadir Pegawai Aparatur Sipil Negara Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Lumajang Nomor 28 Tahun 2Ol8 tentang
Ketentuan Jam Ke{a dan Pengisian Daftar Hadir Pegawai
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lumajang, dinyata.kan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan/belum diganti dengan
ketentuan Peraturan Bupati ini.

)iarq

(3) SIPERLU wajib dibentuk paling lambat Tanggal 31
Desember 2018.



BAI} IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
25 September 2018
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UL HAQ, M. ML

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 25 September 2018
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